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SALINAN 

 

 

 

 
 

BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 23 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN   

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambhana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 

17); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun 2020 Nomor 5); 

16. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 30  Tahun 

2020 tentang  Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU 

MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp     25.424.480.282,20 

b. Dana Perimbangan  Rp   712.230.355.632,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp     11.882.856.402,84                            

    

  Jumlah Pendapatan Rp   749.537.692.317,04 

 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai            Rp  193.506.567.014,00 

2) Belanja Hibah            Rp      3.708.400.000,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp      3.867.586.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil  Rp      1.558.390.978,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp  113.700.052.165,00 

6) Belanja Tidak Terduga            Rp    36.983.000.455,00 

    Rp  353.323.996.612,00 

        

b. Belanja langsung 

1) Belanja Pegawai Rp    30.434.141.956,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp  160.172.393.626,48 

3) Belanja Modal  Rp  345.233.184.305,04 

    Rp  535.839.719.887,52 

 

    Jumlah Belanja Rp   889.163.716.499,52 

   Surplus/(Defisit)    Rp.(139.626.024.182,48) 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp  142.972.367.474,82 

b. Pengeluaran Rp         370.000.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan Netto                     Rp  142.602.367.474,82 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

tahun berkenaan Rp      2.976.343.292,34 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 

               Ditetapkan di Morotai Selatan 

               pada tanggal 24 Agustus 2021  
 

               BUPATI PULAU MOROTAI, 

 

          ttd 

 

              BENNY LAOS 

 

 

Diundangkan di Morotai Selatan, 

pada tanggal 24 Agustus 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

 

ttd                

 
 

ANDRIAS THOMAS 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 23 

 

 


